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  Lampiran 1 Pedoman Wawancara 

1. Apa peranan Bappeda dalam penyusunan dan pengelolaan SIPD? 

Apakah sudah diimplementasikan di Provinsi Sulawesi Tenggara? Mohon 

dijelaskan. 

2. Mohon dijelaskan secara garis besar fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi 

Tenggara dalam perencanaan pembangunan daerah mengacu pada SIPD 

yang dikembangkan oleh Pusdatin ini? 

3. Mohon dijelaskan mengenai Bidang Perencanaan Makro dalam Bappeda 

Provinsi Sulawesi Tenggara dan ruang lingkup pekerjaan terkait SKPD? 

4. Mohon dijelaskan mengenai RKPD dalam dokumen perencanaan 

pembangunan yang disusun oleh pemerintah provinsi? 

5. Mohon dijelaskan mengenai RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 

2022 yang disusun di tahun 2021? 

6. Mohon dijelaskan mengenai SIPD yang dikembangkan oleh Pusdatin yang 

sudah terintegrasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah? 

Menurut anda seperti apa detail perbedaan dalam penginputan data pada 

SIPD pengembangan pusdatin dengan SIPD yang sebelumya? 

7. Menurut anda seperti apa bentuk komunikasi yang terbangun oleh tim 

dalam pengelolaan SIPD di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara? Mohon 

dijelaskan. 

8. Bagaimana bentuk kejelasan dari peraturan terbaru mengenai SIPD yang 

anda pahami? 

9. Bagaimana anda menilai kualitas staff dalam konsep implementasi SIPD di 

lingkup pemprov Sulawesi Tenggara? 

10. Bagaimana anda menilai mengenai sarana dan prasarana atau fasilitas 

dalam implementasi SIPD di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara? 

11. Bagaimana pemahaman anda mengenai struktur akun dan pembagian 

akses pada SIPD pengembangan Pusdatin? Dan seperti apa anda melihat 

wewenang dari atasan terkait impelementasi SIPD ini? 

12. Bagaimana menurut anda insentif yang diberikan khusus dalam 

penerapan implementasi SIPD ini? 

13. Bagaimaan dengan SOP terkait implementasi kebijakan SIPD di lingkup 

pemprov Sulawesi Tenggara? 
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14. Bagaimana menurut anda terkait kondisi lingkungan sebagai salah satu 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIPD di provinsi 

Sulawesi Tenggara? 

15. Bagaimana menurut anda terkait hubungan antar organisasi sebagai salah 

satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIPD di 

provinsi Sulawesi Tenggara? 

16. Bagaimana menurut anda terkait faktor sumber daya sebagai salah satu 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIPD di provinsi 

Sulawesi Tenggara? 

17. Bagaimana menurut anda terkait Karakter Institusi Implemetor sebagai 

salah satu factor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIPD di 

provinsi Sulawesi Tenggara? 

18. Bagaimana anda melihat dukungan regulasi dari SIPD ini? 

19. Bagaimana anda melihat sarana dan prasarana sebagai aspek 

keunggulan dalam implementasi SIPD? 

20. Bagaimana anda melihat ketercukupan anggaran sebagai salah satu 

keunggulan dalam penerapan SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara? 

Bagaimana anda melihat pengimplementasian SIPD dalam dukungan 

anggaran yang ada serta faktor lain yang dianggap mempengaruhi? 

Mohon dijelaskan 

21. Bagaimana anda melihat SDM sebagai salah satu kelemahan dari 

penerapan SIPD di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara? Mohon 

dijelaskan. 

22. Bagaimana dengan SIPD dengan nomenklatur baru ini yang masih 

membutuhkan pemahaman yang mendalam lagi? Mohon penjelasan anda 

23. Bagaimana anda melihat koordinasi antara Pemda dan Pemerintah Pusat 

terkait hal ini? 

24. Menurut anda bagaimana komitmen pemda dalam penerapan SIPD? 

25. Bagaimana menurut anda mengenai sosialisasi dan bimtek khusus terkait 

SIPD pengembangan Pusdatin ini? 

26. Bagaimana menurut anda koordinasi dan fasilitasi dengan SKPD lain di 

lingkup Pemprov Sultra dalam mendukung keberhasilan implementasi 

SIPD? 
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27. Apakah bentuk control dan pengendalian dari Bappeda berkurang dengan 

adanya SIPD pengembangan Pusdatin? Apakah itu bentuk tantangan 

yang anda temui? 

28. Apakah benturan SIPD baru terkait nomenklatur merupakan bentuk 

tantangan atau hambatan dalam implementasi SIPD ini? 
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Lampiran 2 Hasil wawancara 

Narasumber : 

1. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara 

2. Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda Provinsi Sulawesi 

Tenggara  

3. Operator pengelola data dan informasi perencanaan SIPD 

4. Operator input data perencaanaan Bappeda ke dalam SIPD 

5. Staf perencana penyusunan Renja Bappeda 

 

1. Apa peranan Bappeda dalam penyusunan dan pengelolaan SIPD? Apakah 

sudah diimplementasikan di Provinsi Sulawesi Tenggara? Mohon dijelaskan 

Informan 1 : Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara adalah salah satu SKPD 

yang bertanggung jawab kepada Gubernur yang memiliki fungsi penunjang 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi dan melaksanakan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan daerah. SIPD 

sebagaimana Permendagri nomor 70 tahun 2019 sudah mengintegrasikan 

antara sisi perencanaan dan penganggaran di dalam pemerintahan daerah. 

Jika kita membahas peran Bappeda di dalam SIPD yang dimaksud oleh 

Permendagri nomor 70 tahun 2019 ini berarti kita membahas peran Bappeda 

di sisi perencanaan. Dan itu sudah kita implementasikan. 

Informan 2 : SIPD kebijakan Permendagri nomor 70 tahun 2019 yang 

sekarang ini sebenarnya bukan baru sekarang diimplementasikan, tetapi jauh 

sebelumnya Bappeda sudah menggunakan SIPD sebagai media bantu 

pengelolaan data perencanaan. Bedanya SIPD dengan kebijakan baru ini 

sudah mengintegrasikan antara perencananaan dan penganggaran serta 

terintegrasi nasional menggunakan satu website, sedangkan SIPD yang 

sebelumnya itu belum terintegrasi dengan penganggaran dan walaupun 

sudah berbasis elektronik akan tetapi masing-masing daerah 

mengembangkan aplikasi SIPD nya sendiri. 
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2. Mohon dijelaskan secara garis besar fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi 

Tenggara dalam perencanaan pembangunan daerah mengacu pada SIPD 

yang dikembangkan oleh Pusdatin ini?  

Informan 1 : Sejauh ini Bappeda melaksanakan fungsinya sesuai dengan 

amanat Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD yaitu dari sisi 

perencanaan sebagai pengelola data perencanaan, dalam hal ini Bappeda 

merencanakan data, mengumpulkan data, mendampingi SKPD mengisi data, 

memeriksa data kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun 

dokumen perencanaan dalam hal ini saat ini digunakan sebagai bahan 

penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara sejak 2020. Pada proses 

implementasinya selain Bappeda melibatkan SKPD untuk menginput, 

prosesnya didampingi juga oleh bidang mitra SKPD di Bappeda dan 

dikoordinatori oleh Bidang Perencanaan Makro. Aplikasinya sendiri dibantu 

oleh tim IT yang sudah dibentuk sejak Bappeda mengembangkan bersama 

SIPD sebelumnya dengan BPKP. Sejauh ini, belum ada keluhan dan kendala 

berarti dalam pembagian tugas ini, dikarenakan masih sesuai wewenang dan 

tupoksi bidang Perencanaan Makro dan tim IT, staf dan pejabat yang 

termasuk di dalamnya juga sudah sesuai kualifikasi dan berkualitas serta 

berintegritas tinggi dalam menjalankan peraturan ini dan bertanggung jawab, 

jadi dianggap pembentukan tim tersendiri untuk pengelola SIPD ini belum 

dibutuhkan  

 

3. Mohon dijelaskan mengenai Bidang Perencanaan Makro dalam Bappeda 

Provinsi Sulawesi Tenggara dan ruang lingkup pekerjaan terkait SKPD? 

Informan 2 : Bidang perencanaan makro dan tim IT mendukung penuh dan 

bertanggung jawab pada pengelolaan data perencanaan pembangunan SIPD 

ini, kuantitas dan kualitas SDM juga mencukupi untuk mendukung tugas ini, 

sesuai dengan tugas bidang Perencanaan Makro dalam mengelola data 

perencanaan dan menyusun dokumen perencanaan serta tim IT dalam 

mengelola aplikasi yang dimanfaatkan di lingkup Bappeda Provinsi Sulawesi 

Tenggara. Akan tetapi, SIPD tidak hanya sisi perencanaan saja, juga ada 

penganggaran dan keterlibatan SKPD lainnya dalam pengisian data. Jadi 

akan lebih baik dan sesuai wewenang jika ada tim SIPD untuk Provinsi 

Sulawesi Tenggara 



 

 

134 

 

 

4. Mohon dijelaskan mengenai RKPD dalam dokumen perencanaan 

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi? 

Informan 2 : Dalam penyusunan dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara 

sudah menggunakan data yang terdapat di SIPD untuk penyusunan matriks 

rencana kerja perurusan, prioritas, sasaran, lokasi, indikator, target, dan 

pendanaan. Matriks ini disusun berdasarkan penjabaran RPJMD Provinsi 

Sulawesi Tenggara 2018-2023 dan Rencana Kerja (Renja) SKPD di Provinsi 

Sulawesi Tenggara. 

Informan 3 : Data yang ditarik dari basis data SIPD merupakan bahan matriks 

rencana kerja dan pendanaan pada dokumen RKPD Provinsi Sulawesi 

Tenggara.Isinya berupa urusan perbidang, prioritas, sasaran, lokasi, indikator 

dan target serta pagu. Pengisiannya menggunakan Renja SKPD sebagai 

bahan. 

 

5. Mohon dijelaskan mengenai RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 

yang disusun di tahun 2021?  

Informan 2 : Diarahkan pada pemetaan untuk RKPD Provinsi Sulawesi 

Tenggara tahun 2021 dan pemetaan tersebut digunakan di tahun 2021 untuk 

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022, kemudian akan 

dimutakhirkan pada 2022 untuk penyusunan RKPD Provinsi Sulawesi 

Tenggara tahun 2023 yaitu yang sementara disusun ini. Akan tetapi proses 

pemetaan itu sendiri tidak mudah mengingat bisa saja ada program yang 

tidak termuat di dalam nomenklatur Permendagri 90 tahun 2019 yang 

dijadikan acuan, hal itu masih menjadi kendala bagi pihak daerah dalam 

menyusun dokumen RKPD 

 

6. Mohon dijelaskan mengenai SIPD yang dikembangkan oleh Pusdatin yang 

sudah terintegrasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah? 

Menurut anda seperti apa detail perbedaan dalam penginputan data pada 

SIPD pengembangan pusdatin dengan SIPD yang sebelumya? 

Informan 2 : SIPD sesuai amanat Permendagri Nomor 70 tahun 2019 

dikeluarkan pada sekitar akhir 2019, dimana pada saat itu kita telah selesai 

Perkada untuk RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020, serta saat itu 
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berada pada sekitar pertengahan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-

2023, sehingga baru bisa mulai diadaptasi pada tahap penyusunan RKPD 

saja, yaitu RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara 2021, saat RKPD Provinsi 

Sulawesi Tenggara 2022 dan sekarang saat kita sedang menyusun RKPD 

Provinsi Sulawesi Tenggara 2023 yang masih dalam proses finalisasi. Tidak 

seperti sebelumnya ketika SIPD pengembangan bersama dengan BPKP 

dipergunakan, pada SIPD yang sekarang dikembangkan Pusdatin, Bappeda 

bukan lagi produsen data utama, pihak SKPD juga sudah bisa mengisi data 

Renja OPD nya kedalam SIPD. Sedangkan sebelumnya keseluruhan 

pengisian data dilaksanakan oleh Bappeda setelah menerima data secara 

manual dari SKPD. Pada SIPD yang diimplementasikan dari Permendagri 

nomor 70 tahun 2019 Bappeda cukup memfasilitasi, mendampingi dan 

memverifikasi data Renja OPD saja. 

Informan 3 : SIPD dari Pusdatin ini memungkinkan SKPD untuk mengisi data 

Renja OPD nya sendiri kedalam SIPD yang kemudian akan diperiksa dan 

dipergunakan saat akan melengkapi matriks rencana kerja dan pendanaan di 

RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara 

Informan 4 : Pada penginputan data Renja OPD sekarang sudah difasilitasi 

dengan SIPD sejak Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD 

diimplementasikan, sehingga SKPD tidak perlu lagi memberi data Renja OPD 

manual ke Bappeda. Ini dirasa lebih memudahkan, SKPD tidak perlu lagi 

menyusun matriks sendiri, di SIPD hanya memasukkan data pada dan akan 

ditampilkan dalam bentuk matriks setelah dimasukkan 

 

7. Menurut anda seperti apa bentuk komunikasi yang terbangun oleh tim dalam 

pengelolaan SIPD di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara? Mohon dijelaskan 

Informan 2 : Yang saya pahami bahwa komunikasi dalam pengelolaan SIPD 

ini berjalan dengan baik sepengetahuan saya. Yang saya pahami, selama ini 

kendala yang ada selalu dari sisi penganggaran. Kalau soal hubungan 

Bappeda dengan TAPD dalam SIPD ini berjalan dengan baik menurut saya. 

Alhamdulillah.   

Informan 3 : Menurut saya, sudah sangat jelas petunjuk teknis terkait SIPD 

ini. Beberapa peraturan sudah dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat 

maupun oleh pemerintah daerah sendiri. 



 

 

136 

 

Informan 4 : Yang saya tahu, peraturan atau aturan mengenai SIPD ini sudah 

sangat banyak dan jelas menurut saya. Mungkin yang perlu ditambahkan 

adalah Peraturah Gubernur untuk menjadi petunjuk teknis (juknis) terkait 

operasionalisasi SIPD di linkup Pemprov. Namun untuk sekarang, saya 

menganggap bahwa penjelasan dari aturan yang ada sudah sangat memadai 

 

8. Bagaimana bentuk kejelasan dari peraturan terbaru mengenai SIPD yang 

anda pahami? 

Informan 2 : Secara keseluruhan, tidak ada perbedaan mendasar menurut 

saya dalam SIPD dengan nomenklatur baru ini dengan yang lama. Yang 

bermasalah memang proses transisi para operator dalam memahami isi 

nomenklatur dari SIPD yang baru dikeluarkan ini 

Informan 3 : Kalau menurut saya, beberapa peraturan yang saya pribadi 

ketahui terkait SIPD ini tidak ada yang berbenturan atau bertentangan satu 

sama lain.  SIPD dengan nomenklatur baru ini hanya memindahkan fitur-fitur 

yang ada di SIPD versi lama.   

 

9. Bagaimana anda menilai kualitas staff dalam konsep implementasi SIPD di 

lingkup pemprov Sulawesi Tenggara? 

Informan 1 : Jika bertanya masalah kualitas SDM secara keseluruhan, secara 

normative saya harus katakan bahwa SDM dalam pengelolaan dan 

penerapan SIPD sudah memadai. Di beberapa SKPD atau OPD memang 

masih ada yang harus ditingkatkan, namun saya memahami bahwa kita ini 

masih proses belajar, terutama SIPD yang belum lama diluncurkan oleh 

pemerintah pusat. 

Informan 2 : Menurut saya, kualitas SDM dalam penerapan SIPD di Provinsi 

Sulawesi Tenggara sudah baik. Terutama yang ada di OPD Bappeda 

Provinsi Sulawesi Tenggara 

Informan 3 : Menurut saya kualitas SDM dalam penerapan SIPD sudah 

memadai sekalipun masih ada beberapa yang masih harus ditingkatkan 

kemampuannya, namun mau dikatakan tidak mampu, juga tidak bisa 

dinyatakan seperti itu. 

 



 

 

137 

 

10. Bagaimana anda menilai mengenai sarana dan prasarana atau fasilitas 

dalam implementasi SIPD di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara? 

Informan 1 :  Yang bisa saya katakan, bahwa sarana dan prasarana yang 

kami siapkan di Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara sudah memadai dalam 

pengelolaan SIPD ini. Sehingga saya menilai bahwa dari aspek ini, sudah 

terimplementasi kebijakan SIPD ini. 

Informan 3 : Sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi SIPD 

kalau dikerjakan di kantor (Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara) sudah 

memadai, namun pekerjaan ini kan tidak selalu saya kerjakan di lingkungan 

kantor, namun juga bisa di rumah atau di luar yang belum tentu fasilitas 

internet dalam mendukung kerja-kerja saya dalam menginput SIPD.   

Informan 4 : Menurut saya, sarana dan prasarana sudah cukup mendukung 

dalam optimalnya implementasi SIPD. Itu berbicara pada sarana dan 

prasarana di kantor Bappeda.   

Informan 5 : Menurut yang saya pahami, kami sudah dilengkapi dengan 

sarana dan prasarana yang memadai di kantor sehingga bisa lebih optimal 

dalam pelaksanaan implementasi SIPD ini. 

 

11. Bagaimana pemahaman anda mengenai struktur akun dan pembagian akses 

pada SIPD pengembangan Pusdatin? Dan seperti apa anda melihat 

wewenang dari atasan terkait impelementasi SIPD ini? 

Informan 3 : Akun TAPD Perencanaan dalam hal ini Bappeda akan membuka 

penjadwalan input Renja OPD, membuka kamus usulan aspirasi dan pokir, 

menentukan besaran pagu, menentuka mitra OPD yang ada di Bappeda, 

upload RKPD perbab, hasil review APIP, hasil pengendalian dan evaluasi, 

surat permohonan fasilitasi RKPD serta gambaran konsistensi program. 

Kemudian saat jadwal pengisian Renja OPD dibuka, akun dari level eselon 3 

sudah mulai mengisi kegiatan, pagu dana kegiatan, lokasi dan waktu serta 

indikator keluaran sub kegiatan yang kemudian pada level eselon 2 

menentukan indikator program, kelompok sasaran kegiatan, prioritas 

pembangunan nasional dan mengisi indikator keluaran hasil. Akses akun ini 

sebenarnya sudah mengikuti struktur birokrasi dan wewenang masing-

masing jabatan dalam menentukan rencana kerja SKPD nya. Di Bappeda 

Provinsi pimpinan sudah mendelegasikan wewenang terkait hal ini kepada 
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level eselon III dan IV serta operator, Menurut saya hal ini sangat berarti 

sehingga sebagai staff kita juga mendapat motivasi dan dukungan bekerja 

dari atasan kita.  

Informan 4 : Akun TAPD Perencanaan dalam hal ini Bappeda akan membuka 

penjadwalan input Renja OPD, membuka kamus usulan aspirasi dan pokir, 

menentukan besaran pagu, menentuka mitra OPD yang ada di Bappeda, 

upload RKPD perbab, hasil review APIP, hasil pengendalian dan evaluasi, 

surat permohonan fasilitasi RKPD serta gambaran konsistensi program. 

Kemudian saat jadwal pengisian Renja OPD dibuka, akun dari level eselon 3 

sudah mulai mengisi kegiatan, pagu dana kegiatan, lokasi dan waktu serta 

indicator keluaran sub kegiatan yang kemudian pada level eselon 2 

menentukan indicator program, kelompok sasaran kegiatan, prioritas 

pembangunan nasional dan mengisi indikator keluaran hasil. Akses akun ini 

sebenarnya sudah mengikuti struktur birokrasi dan wewenang masing-

masing jabatan dalam menentukan rencana kerja SKPD nya. Di Bappeda 

Provinsi pimpinan sudah mendelegasikan wewenang terkait hal ini kepada 

level eselon III dan IV serta operator, Menurut saya hal ini sangat berarti 

sehingga sebagai staff kita juga mendapat motivasi dan dukungan bekerja 

dari atasan kita 

Informan 5 : Dalam pengisian renja OPD masing-masing pejabat eselon 

mengakses data sesuai wewenangnya, operator input hanya menyesuaikan 

kembali data hasil pengisian dan beberapa rencana kerja program dan 

kegiatan yang sifatnya rutin berulang setiap tahun jika di Bappeda sebagai 

OPD seperti monitoring dan evaluasi biasanya tetap dipegang oleh seksi 

perencanaan SKPD hanya akses pejabat eselon dilakukan secara manual. 

Sehingga menurut saya sudah ada kewenangan yang diberikan kepada staff 

jika berbicara mengenai pelaksanaan SIPD ini. Tidak semua atasan mampu 

mengerjakan jika tidak dibantu oleh para staffnya. 

 

12. Bagaimana menurut anda insentif yang diberikan khusus dalam penerapan 

implementasi SIPD ini? 

Informan 1 : Tim khusus terkait SIPD di Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara 

tidak ada, karena Bappeda sendiri sudah mempunyai Tim IT yang menangani 

beberapa aplikasi termasuk aplikasi SIPD. Mungkin kedepannya bisa 
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dipertimbangkan Tim Khusus tersebut yang diinisiasi oleh BPKAD dan 

penganggarannya juga dari mereka 

Informan 2 : Memang harus diakui bahwa insentif khusus itu belum ada 

sebagaimana yang ditanyakan, namun semangat kerja teman-teman baik di 

Bappeda maupun OPD lain di lingkup Pemrpov Sulawesi Tenggara tetap 

terjaga dalam mengimplmentasikan SIPD ini. Tapi kedepannya, ini juga 

menjadi bahan masukan bagi pimpinan termasuk pimpinan daerah untuk 

memikirkan bagaimana insentif ini untuk pengelola SIPD di tiap-tiap OPD 

sehingga kinerja mereka tetap terjaga, 

Informan 3 : Tidak ada insentif khusus terkait kebijakan ini menurut saya. 

Namun sebagai ASN, tentu patokan kita tidak selamanya hanya dari 

diberikannya insentif atau tidak, walau saya pribadi akui itu bagian dari 

memotivasi para pekerja yang bekerja maksimal demi diimplmentasikannya 

SIPD ini . 

Informan 4 : Belum ada insentif khusus jika itu yang ditanyakan. Mungkin 

menurut saya, perlu dipertimbangkan adanya insentif khusus entah itu dari 

SKPD masing-masing ataupun dibuatkan dari daerah sehingga mampu 

mendorong semangat kerja dan motivasi dari mereka yang terlibat. 

 

13. Bagaimana dengan SOP terkait implementasi kebijakan SIPD di lingkup 

pemprov Sulawesi Tenggara? 

Informan 2 : Menurut saya, SOP SIPD sudah termaktub dalam Permendagri 

Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD dan menjadi rujukan bagi pengelola 

SIPD dalam melaksanakan tugas-tugas mereka masing-masing. Sampai 

sekarang belum ada rujukan turunan dari Permendagri berupa Pergub 

karena menurut pemahaman pimpinan dan saya pribadi, Acuan dari 

Permendagri ini masih cukup jelas dan mudah dipahami oleh para 

implementator yang melakukan penginputan SIPD ini. 

Informan 3 : SIPD dengan nomenklatur baru ini dikembangkan oleh Pusdatin 

Kemenristekdikti yang merupakan integrasi perencanaan dan penganggaran. 

SOP SIPD ini ada pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD. 

Hanya memang sedikit ada permasalahan dalam implementasi kebijakan ini 

terutama perspektif penganggaran dan perencanaan dari sudut pandang 



 

 

140 

 

masing-masing. Namun secara keseluruhan, pengelolaan SIPD sudah 

sangat jelas diatur dalam peraturan terakhir   

 

14. Bagaimana menurut anda terkait kondisi lingkungan sebagai salah satu faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIPD di provinsi Sulawesi 

Tenggara? 

Informan 1 : Penanganan kebijakan SIPD ini juga melibatkan unsur kebijakan 

daerah terutama dalam pemahaman kami dari aspek perencanaan sehingga 

kami merasa bahwa jika terjadi ketidakharmonisan dalam proses berjalannya 

implementasi SIPD ini tentu akan menjadi cerminan masyarakat sehingga hal 

ini mendorong kami untuk bekerja maksimal dan professional dalam 

penerapan atau implementasi SIPD ini. 

 

15. Bagaimana menurut anda terkait hubungan antar organisasi sebagai salah 

satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIPD di provinsi 

Sulawesi Tenggara? 

Informan 1 : Menurut saya hubungan yang sudah terjalin selama ini sudah 

berlangsung baik dan harmonis, Tidak ada masalah. Ini juga mungkin faktor 

yang sangat mendukung bagaimana implementasi SIPD berjalan dengan 

baik di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara. 

Informan 2 : Yang saya pahami bahwa hubungan yang dibangun oleh 

Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara dengan SKPD lain di lingkup pemprov 

Sulawesi Tenggara sudah berjalan dengan baik, begitupun dengan hubungan 

atau komunikasi kami dengan pemerintah pusat, ketika kami mengalami 

permasalahan yang kami hadapi dalam implementasi SIPD 

 

16. Bagaimana menurut anda terkait faktor sumber daya sebagai salah satu 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIPD di provinsi 

Sulawesi Tenggara? 

Informan 1 : Saya yakin dan percaya bahwa manusia adalah unsur utama 

dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat. Sehebat 

apapun kualitas rencana dan kebijakan tanpa didukung oleh keterlibatan 

orang-orang yang berkualitas maka tentu tidak akan mungkin berpengaruh 

semua rencana yang telah dibuat. Begitupun dalam implementasi SIPD ini, 
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saya pribadi orang yang terus menerus mendorong pentingnya perbaikan 

kualitas SDM sehingga secara langsung dan tidak langsung akan 

mendongkrak keberhasilan implementasi kebijakan ini. Sumber daya lain 

menurut saya adalah terkait anggaran, dan Alhamdulillah Bappeda siap untuk 

menganggarkan terkait pengelolaan SIPD karena kami paham bahwa 

dengan anggaran memadai maka kebijakan yang dimaksud akan mampu 

berjalan lebih optimal 

Informan 2 : Saya termasuk orang yang percaya bahwa kualitas SDM akan 

sangat mempengaruhi keberhasilan kerja atau kinerja suatu organisasi. Hal 

itu termasuk dalam optimalnya penerapan SIPD yang kita sedang kerjakan. 

Begitu besarnya dampak SDM itu menuntut setiap pembaharuaan aturan itu 

perlu dibarengi dengan adanya pengembangan kapasitas SDM yang ada di 

dalamnya. Menurut saya, faktor SDM merupakan salah satu aspek atau 

faktor yang sangat mempengaruhi baik dalam artian positif maupun negative 

bagi keberhasilan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saya juga 

yakin dan percaya bahwa sisi anggaran yang cukup akan mendukung 

efektifnya pelaksanaan suatu kebijakan, termasuk kebijakan pengelolaan 

SIPD ini, harus didukung oleh anggaran yang memadai.   

Informan 3 : Tidak ada keberhasilan rencana, program ataupun kebijakan 

yang tidak diikuti dengan kemampuan orang-orang di dalamnya. Hal ini juga 

termasuk kalau mau mengimplementasikan SIPD versi terbaru yang 

membutuhkan SDM-SDM yang berkompeten mulai dari memahami aturan 

terbaru, skema kerja SIPD versi terbaru, cara mengatasi permasalahan mulai 

dari perencanaan hingga pelaporan, sehingga tidak akan mungkin berhasil 

pemahaman atau menerapkan SIPD kalau SDM nya tidak kompeten atau 

tidak berkualitas. 

Informan 5 : Tentu saja, SDM yang berkualitas akan mendorong keberhasilan 

dari program atau kebijakan yang diterapkan. Mau bagus bagaimana 

program, kalau tidak didukung oleh SDM yang mumpuni dan cakap, maka 

tidak akan jadi itu rencana. Begitu juga dengan mau jadi atau bagus 

implementasi SIPD, kalau orang-orang di dalamnya yang terlibat tidak 

kompeten, maka tidak akan pernah baik itu SIPD dalam tataran 

implementasinya 
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17. Bagaimana menurut anda terkait Karakter Institusi Implemetor sebagai salah 

satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIPD di provinsi 

Sulawesi Tenggara? 

Informan 2 : Kami di Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara sudah melakukan 

koordinasi dan fasilitasi dengan SKPD lain di lingkup Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Tenggara dalam mensukseskan SIPD ini. Keberhasilan 

implementasi SIPD ini tidak hanya akan tergantung pada satu badan atau 

SKPD namun kerja bersama sehingga hal ini mendorong setiap dari kami 

untuk mampu melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain. 

 

18. Bagaimana anda melihat dukungan regulasi dari SIPD ini? 

Informan 2 : SIPD ini menggunakan nomenklatur baru dalam penunjang 

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan hasil 

pengembangan dari Pusdatin yang mengganti dari SIPD lama yang 

dikeluarkan oleh Banda Kemendagri. Tentu dengan adaya aplikasi ini harus 

didukung oleh regulasi yang jelas dan itu sudah sangat jelas dalam petunjuk 

teknis dan operasional aplikasi SIPD pengembangan Pusdatin ini 

Informan 3 : Penerapan SIPD dengan nomenklatur baru ini didukung dengan 

regulasi atau peraturan pemerintahan yang jelas sehingga kita di lapangan 

mempunyai dasar dalam penerapan SIPD 

 

19. Bagaimana anda melihat sarana dan prasarana sebagai aspek keunggulan 

dalam implementasi SIPD? 

Informan 1 : Fasilitas dan sarana prasarana yang menunjang seperti fasilitas 

internet sudah memadai dalam penerapan aplikasi SIPD dengan nomenklatur 

baru. Belum ada kendala yang saya dengar dari staff terkait hal ini. Dan hal 

ini saya anggap menjadi keunggulan dalam penerapan SIPD di Provinsi 

Sulawesi Tenggara. 

Informan 3 : Sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi SIPD 

kalau dikerjakan di kantor (Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara) sudah 

memadai, namun pekerjaan ini kan tidak selalu saya kerjakan di lingkungan 

kantor, namun juga bisa diruman atau di luar yang belum tentu fasilitas 

internet dalam mendukung kerja-kerja saya dalam menginput SIPD.    
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20. Bagaimana anda melihat ketercukupan anggaran sebagai salah satu 

keunggulan dalam penerapan SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara? 

Bagaimana anda melihat pengimplementasian SIPD dalam dukungan 

anggaran yang ada serta fackor lain yang dianggap mempengaruhi? Mohon 

dijelaskan 

Informan 1 : Sejauh ini pengimplementasian SIPD memang terkadang 

terkendala, dan jika memang dibutuhkan daerah akan memfasilitasi 

sosialisasi langsung pihak Pusdatin selaku pengembang untuk meningkatkan 

kualitas SDM dalam memanfaatkan SIPD di daerah. Sumber pembiayaan 

dapat digunakan dari APBD dalam rangka peningkatan mutu SDM dan 

kelancaran informasi dan pelaksanaan SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara  

Informan 2 : Bappeda sebagai leading sector sudah menyiapkan anggaran 

yang cukup dalam menerapkan atau mengimplementasikan program SIPD 

ini. Tidak ada masalah terkait penyiapan anggaran untuk implementasi 

kebijakan ini 

 

21. Bagaimana anda melihat SDM sebagai salah satu kelemahan dari penerapan 

SIPD di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara? Mohon dijelaskan. 

Informan 2 : Belum semua SKPD memang mempunyai SDM yang memadai 

dalam menerapkan SIPD sehingga ini juga membutuhkan tanggung jawab 

Bappeda sebagai salah satu leading sector dalam pengelolaan SIPD di 

lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara 

Informan 3: Harus kita akui bahwa kualitas SDM dalam 

mengimplementasikan SIPD di setiap SKPD lingkup Pemprov Sulawesi 

Tenggara belum merata, namun secara keseluruhan kualitas SDM sudah 

agak memadai 

 

22. Bagaimana dengan SIPD dengan nomenklatur baru ini yang masih 

membutuhkan pemahaman yang mendalam lagi? Mohon penjelasan anda 

Informan 1 : Saya pikir, sebagai suatu aplikasi yang baru akan membutuhkan 

waktu untuk dipahami. Hal itu juga terjadi dalam pemahaman sebagian besar 

operator SIPD di lingkup Pemprov Sulawesi Tenggara yang harus 

mentransmigrasikan pemahaman mereka dari aturan lama menjadi aturan 
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baru (Permendagri Nomor 70 Tahun 2019) sebagai acuan dari SIPD versi 

baru.   

Informan 2 : Sebelumnya SIPD pengembangan bersama BPKP yang 

terintegrasi ke Bangda mengacu pada nomenklatur Permendagri nomor 13 

tahun 2006. Penerapan SPBE menganggap perlu untuk mengintegrasikan 

antara perencanaan dan penganggaran sehingga hadirlah SIPD 

pengembangan Pusdatin yang mengintegrasikan keduanya dan mengacu 

pada nomenklatur Permendagri nomor 90 tahun 2019. Ketika hendak 

dipertemukan antara nomenklatur lama dan baru menjadi tidak klop 

dikarenakan satu dominan sisi perencanaan dan satu dominan sisi 

penganggaran. Sedangkan jika disesuaikan dengan RPJMD Provinsi 

Sulawesi Tenggara 2018-2023 itu masih mengacu pada nomenklatur 

Permendagri nomor 13 tahun 2006 di program dan kegiatannya. Tetapi 

kendala-kendala seperti ini mungkin terjadi sebab SIPD yang sekarang masih 

dalam tahap pengembangan. Hal itu menurut saya tentu membutuhkan 

pemahaman mendalam dari setiap pengelola SIPD terutama yang berada di 

SKPD lain. Tantangan migrasi dari SIPD dengan perbedaan nomenklatur ini 

tentu saja membutuhkan inovasi kita untuk tetap bekerja sesuai dengan 

tupoksi. Sehingga pada saat kami menyusun RKPD pertama menggunakan 

SIPD pengembangan Pusdatim, kami diarahkan melakukan pemetaan sesuai 

dengan Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 untuk penyusunan RKPD untuk 

tahun 2021, karena banyak nomenklatur yang SIPD lama dan SIPD baru 

tidak sama. 

Informan 3 : SIPD yang dikeluarkan oleh Pusdatin ini tentu saja 

membutuhkan waktu untuk dipahami sejak mulai diluncurkan akhir tahun 

2019. Persoalan yang sering dihadapi adalah masalah pemahaman terkait 

SIPD ini. Yang saya lihat salah satu masalah disini, terutama terkait 

nomenklatur yang ada dalam SIPD versi lama dan versi baru. Hal itu akhirnya 

terimplikasi di lapangan, dimana masih banyak SKPD di lingkup Pemrpov 

Sulawesi Tenggara menggunakan aturan lama (Permendagri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) dan RPJMD 

Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 dan sistem SIPD baru 

menggunakan aturan baru (Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

SIPD) yang tentu saja nomenklaturnya berbeda 
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23. Bagaimana anda melihat koordinasi antara Pemda dan Pemerintah Pusat 

terkait hal ini? 

Informan 2 : Yang saya pahami bahwa hubungan yang dibangun oleh 

Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara dengan SKPD lain di lingkup pemprov 

Sulawesi Tenggara sudah berjalan dengan baik, begitupun dengan hubungan 

atau komunikasi kami dengan pemerintah pusat, ketika kami mengalami 

permasalahan yang kami hadapi dalam implementasi SIPD 

Informan 3 : Koordinasi dan komunikasi yang terbangun antara kami dengan 

teman-teman di Pemerintah Pusat berjalan dengan baik. Kita punya WA grup 

yang memudahkan jika kami di daerah mengalami permasalahan, kendala 

dan hambatan dalam penerapan SIPD ini.  

Informan 4 : Ada grup melalui media social whatsapp yang mewadahi 

konsultasi online dengan pihak Pusdatin selain itu grup ini juga berfungsi 

untuk memberikan informasi terkait status website SIPD jika ada 

pemeliharaan sehingga portalnya harus ditutup sementara. Komunikasi 

sesama operator OPD, pengelola dan Pusdatin juga terjalin dengan baik di 

dalam grup tersebut sehingga meminimalisir kesalahan informasi.  

 

24. Menurut anda bagaimana komitmen pemda dalam penerapan SIPD? 

Informan 1 : Sangat jelas, komitmen pemda dalam hal ini Pak Gubernur 

mendorong kita semua untuk menerapkan SIPD versi terbaru.. 

Informan 2 : Tentu saja, pemda Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki 

komitmen yang jelas supaya pemda ini secepatnya menggunakan aplikasi 

SIPD ini sesuai arahan dari pemerintah pusat. 

 

25. Bagaimana menurut anda mengenai sosialisasi dan bimtek khusus terkait 

SIPD pengembangan Pusdatin ini? 

Informan 1 : Sejauh ini pengimplementasian SIPD memang terkadang 

terkendala, dan jika memang dibutuhkan daerah akan memfasilitasi 

sosialisasi langsung pihak Pusdatin selaku pengembang untuk meningkatkan 

kualitas SDM dalam memanfaatkan SIPD di daerah. Sumber pembiayaan 

dapat digunakan dari APBD dalam rangka peningkatan mutu SDM dan 

kelancaran informasi dan pelaksanaan SIPD di Provinsi Sulawesi Tenggara. 
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Informan 2 : Sosialisasi langsung oleh pihak pengembang Pusdatin dan 

Kemendagri sendiri masih dibutuhkan oleh SDM di Bappeda dan OPD, SDM 

yang tersedia kompeten akan tetapi SIPD ini masih perlu lebih sering 

disosialisasikan, jika ada perubahan tools dan sarana daerah untuk memberi 

masukan dalam pengembangan aplikasi SIPD ini. Terkait pembiayaan 

daerah siap jika ini untuk meningkatkan kualitas SDM 

Informan 4 : Sosialisasi maupun Bimtek yang diadakan oleh Pemerintah 

Pusat menurut saya sangat mendukung kita-kita yang menjadi staff SIPD 

Informan 5 : Menurut saya, bentuk dukungan pemerintah ya mengintensifkan 

sosialisasi dan bimtek khusus SIPD. Itu akan mendorong optimalnya 

implementasi kebijakan atau aturan ini hingga tataran teman-teman di SKPD 

lainnya.  

 

26. Bagaimana menurut anda koordinasi dan fasilitasi dengan SKPD lain di 

lingkup Pemprov Sultra dalam mendukung keberhasilan implementasi SIPD? 

Informan 1 : Kami di Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara sudah melakukan 

koordinasi dan fasilitasi dengan SKPD lain di lingkup Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Tenggara dalam mensukseskan SIPD ini. Keberhasilan 

implementasi SIPD ini tidak hanya akan tergantung pada satu badan atau 

SKPD namun kerja bersama sehingga hal ini mendorong setiap dari kami 

untuk mampu melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain 

 

27. Apakah bentuk control dan pengendalian dari Bappeda berkurang dengan 

adanya SIPD pengembangan Pusdatin? Apakah itu bentuk tantangan yang 

anda temui? 

Informan 2 : Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi 

Sulawesi Tenggara dalam penginputan SIPD dengan nomenklatur baru 

adalah terkait fungsi pengendalian dari Bappeda. Hal ini saya dapati terkait 

masalah pengimputan di SIPD dengan nomenklatur baru dari beberapa OPD 

(SKPD) padahal menurut saya, fungsi penginputan dari system baru ini 

harusnya dimudahkan. Hal ini sebenarnya memudahkan setiap pengelola 

SIPD ini mampu mengisi tapi entahlah kenapa banyak SKPD masih kesulitan 

dalam SIPD dengan nomenklatur baru ini. SIPD yang dikembangkan oleh 

Bangda Kemendagri dimana setiap tahapan itu benar-benar diurut, mulai dari 
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penginputan SK tim, lalu masuk tahap susunan rancangan awal, lalu 

rancangan hasil konsultasi public sehingga akan dapat terkontrol. Kalau SIPD 

yang menggunakan nomenklatur baru ini sedikit berbeda dengan SIPD 

dengan nomenklatur lama yang dirancang oleh Bangda Kemendagri. Dengan 

adanya SIPD baru ini mengurangi atau melemahkan fungsi kontrol dari 

Bappeda dimana menurut saya, tugas Bappeda adalah memverifikasi setiap 

usulan dari SKPD (target dan indikator). Ini menurut saya tantangan dan 

mungkin bisa menjadi masukan bagi pengembang SIPD terbaru ini Informan 

3 : Hilangnya kontrol dari sistem dimana jika ada SKPD yang kosong dalam 

menginput yang membuat hal ini bisa saja menjadi tantangan atau kendala 

dalam penerapan SIPD. Banyak pengalaman yang saya dapat, dimana 

kadang-kadang ada SKPD yang tidak mengisi datanya, namun juga dapat 

dilanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini membuat saya berpikir, kita sebagai 

staff di Bappeda kurang memiliki kontrol dan pengendalian dalam penerapan 

SIPD dengan nomenklatur baru 

 

28. Apakah benturan SIPD baru terkait nomenklatur merupakan bentuk 

tantangan atau hambatan dalam implementasi SIPD ini? 

Informan 2 : Menurut saya rumitnya SIPD dengan nomenklatur baru ini 

karena SIPD ini menggunakan aturan terbaru, sementara dalam proses 

perencanaan yang dijalankan oleh Pemprov Sulawesi Tenggara 

menggunakan aturan lama sehingga tentu saja akan ada benturan atau 

pertentangan. Bagi daerah yang sudah merevisi RJMD, tentu mudah untuk 

melakukan penyesuaian dengan aturan terbaru, dan Sulawesi Tenggara 

belum termasuk daerah yang merevisi RPJMD yang menyesuaikan dengan 

nomeklatur terbaru 

Informan 3 : Menurut saya pribadi, perbedaan nomenklatur dalam SIPD 

dengan nomenklatur lama dan yang baru sedikit banyak menghambat atau 

menjadi kendala dalam penerapan SIPD.  
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Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian 

 

 

Wawancara peneliti dengan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara, 
Bapak J. Robert, ST., MT 

 

 

 
Wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perencanaan Makro Bappeda  

Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Hasrullah, S.STP., M.Si 
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Wawancara peneliti dengan Operator pengelola data dan informasi perencanaan 

SIPD,  Bapak Joko Balaka, SE.,M.Si 
 

 

 
Wawancara peneliti dengan Operator Input Data Perencanaan Bappeda  

ke dalam SIPD, Bapak Arsal, SE 
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Wawancara peneliti dengan Staf perencana SIPD Bappeda Provinsi Sulawesi 
Tenggara,  

Ibu Wa Ode Hermina, S.P., M.M 

 

 

Fasilitas Sarana prasarana yang mendukung 

 di Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara 

 


